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ABSTRAK : bahwa dalam rangka menjamin pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan
cepat, tepat, efektif, efisen serta akurat, serta melaksanakan ketentuan Pasal 40
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6398);
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Rl Tahun 2015
Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14



CATATAN :

tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl
Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1505); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Berita Acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 81/PK.01/3525/2022 tentang
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gresik tanggal 21 Februari 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor
83/HK.03.1/3525/2022 diatur tentang :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang terdiri dari Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan Standar Operasional Prosedur
Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Februari 2022.
Lampiran 2 halaman.



